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ABSTRAK

Dewasa ini dunia dilanda berbagai krisis, para ahli menamakannya krisis
tiga F, food (pangan), fuel (minyak), finance (keuangan). Berbagai krisis tersebut
mengakibakan rakyat semakin miskin dan sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup mereka.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan urusan kemanusiaan,
dalam Hukum Islam hak-hak kaum marginal (ahlul hajah) disamakan dengan hak
Tuhan.

Jika suatu pemerintahan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
warganya, mereka akan menabur benih-benih kehancuran melalui kegelisahan
sosial dan ketidakstabilan politik.

Dewasa ini urusan kesejahteraan dan kemakmuran sosial ditangani oleh
pemerintah, yang di antara penanganannya melalui Departemen Sosial,
Departemen Tenaga Kerja serta beraneka ragam peraturan dan undang-undang
ketenagakerjaan.

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem jaminan
sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dan untuk
meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan
makmur. Dengan latar belakang masalah seperti di atas, penyusun akan mencoba
menggali norma-norma yang ada dalam Hukum Islam, dan juga yang tertulis
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ini penting karena krisis yang
melanda dunia khususnya Indonesia dewasa ini, jika tidak ditangani dengan serius
dan benar, maka tidak mustahil berbagai hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di
Indonesia, salah satu penanganannya adalah menemukan konsep yang tepat yang
bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga terwujud
sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menjadi
unit of analysis adalah gagasan atau konsep, yakni konsep kewajiban negara
terhadap hak jaminan sosial rakyatnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dikomparasiskan dengan
konsep Hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa baik Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maupun norma-
norma yang ada dalam Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa jaminan sosial
adalah merupakan hak asasi manusia dan pemenuhannya merupakan tanggung
jawab negara berserta masyarakat. Perbedaannya adalah, tanggung jawab negara
terhadap hak jaminan sosial rakyatya dalam Hukum Islam bersifat aktif, yaitu
berupa provisi positif, melalui waris dan zakat, serta prohibitif/larangan-larangan,
sementara tanggung jawab negara terhadap hak jaminan sosial rakyat dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
bersifat pasif, yaitu pemerintah membayarkan iuran peserta yang tidak mampu.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 10 September 1985 no. 158
dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba‘ B Be
< Ta' T Te
& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
y Ha (dengan titik di
< i H bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha
d Dal D De
3 Zal V4 Zet (dengan titik di atas)
J Ra‘ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
Es (dengan titik di
Lo Ead 3 bawah)
5 De (dengan titik di
o DY D bawah)
Te (dengan titik di
k '
e T bawah)
. Zet (dengan titik di
§5)
2 4 bawah)
g ‘Ain ‘- koma terbalik
é Gain G Ge
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o Fa‘ F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

d Lam L El

p Mim M Em

O Nun N En

S Wau \Y We

2 Ha’ H Ha

& Hamzah - Apostrof
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebut syaddah ditulis rangkap.

Contoh:  J} ditulis nazzala.

C#= ditulis bihinna.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

- Fathah alif atau ya a a dengan garis di atas
. — Kasrohdan ya 1 1 dengan garis di atas
’ ——Dammah dan wawu u u dengan garis di atas
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Contoh:

S kataba ‘—‘-‘53-.-.‘ - yazhabu

- dJ—H‘ su’ila )53 - zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

(< — : Fathah dan ya ai adani

9 / ------ Fathah dan wawu au adanu
Contoh:

g_b__gS_ kaifa d 9 haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

\ (- = Fathah dan alif atau ya a a dengan garis di atas

[ — Kasrah dan ya 1 1 dengan garis di atas
j} dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

d\é - qala d_\ﬂ_ qila
(R -rama JH— yaqulu



E. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: dall Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan hah

Contoh: ‘\—’AJ‘ g ) - raudah al-Jannah

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “d”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh :  JaDl —ar-rajulu
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3l — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda

sambung (-)
Contoh: ~—1&l - al-galamu Ja _al-jalalu
G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

(s+—5 - syai’un <yl - umirtu

¢ i) _an-nau’u 052U _ ta’khuziina

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
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harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

OB s sed &) )5 - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

ey V) desa ey - wa ma Muhammadun 1lla Rasul
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekspresi kecemasan dan kegamangan atas krisis tiga F, food (pangan),
fuel (minyak), finance (keuangan) nampak jelas pada pertemuan Asia-Eropa
(ASEM) di pulau Juje, Korea Selatan bulan Juni lalu.'

Krisis yang terjadi dalam bidang keuangan kemudian berjalan secara
paralel dan tumpang tindih dengan krisis pangan dan energi.” Khusus tentang
krisis pangan digambarkan sebagai tsunami diam-diam (the silent tsunami).
Jika terjangan tsunami dapat menewaskan ribuan atau ratusan ribu orang
seketika, krisis pangan tidak hanya menewaskan ratusan ribu orang, tetapi
bisa jutaan bahkan ratusan juta orang secara perlahan—lahan dan diam-diam.

Jika tsunami datang dengan tiba-tiba dan tanpa pilih—pilih sasaran,
sebaliknya sasaran krisis pangan justru lapisan masyarakat miskin yang tak
berdaya. Sudah terbayang negara berkembang yang sudah miskin akan
semakin menderita. Kekurangan pangan dan gizi akan mengancam jiwa
ratusan juta penduduk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Jutaan orang yang enam bulan lalu makmur kini malnutrisi.’

U “Krisis Tiga F Melanda Dunia”, Kompas, No. 45, Th. XLIII, Senin, 16 Juni 2008, him.

2 Ibid.

3 Khudori, “Jantung Perkara Krisis Pangan”, Kompas, No. 42, Th. XLII, Jum’at, 13 Juni
2008, hlm. 6.



Josette Sheren, Direktur Eksekutive World Food Programme ( WFP)
menyebutkan lebih dari 100 juta jiwa di tiap benua terancam kelaparan.
Kelompok menengah bawah di negara miskin, mengurangi biaya sekolah,
kesehatan dan konsumsi daging agar dapat makan tiga kali sehari, yang
berpenghasilan 2 dollar AS perhari (Rp19000) mengeluarkan anaknya dari
sekolah agar bisa beli beras, yang berpenghasilan 1 dollar AS perhari
(Rp9500), makan sekali sehari. Bagi yang berpenghasilan kurang dari 1dollar
AS perhari, inflasi dan krisis pangan adalah tsunami dan bencana besar.*

Krisis pangan 2008 memicu kekacauan. Protes rakyat berakhir dengan
kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru hara di Kamerun. Dan
demonstrasi membuat pemerintah Haiti jatuh. Semua gara-gara kenaikan
harga beras 141% sejak Januari 2008. Harga pangan lain juga naik, gandum,
kedelai, gula, dan minyak sawit. penyebabnya bukan cuma suplai yang
menyusut karena gagal panen dan iklim yang sulit diantisipasi, tapi pergeseran
konsumen biji-bijian di China dan India makin besar serta konversi pangan ke
bahan bakar (biofuel) di negara maju.’

Kurangnya akses untuk mendapatkan bahan pangan dan meroketnya
harga pangan menyebabkan krisis pangan di negara-negara berkembang
seperti Haiti, Banglades, Filiphina, Meksiko, Nigeria, Kamerun, Somalia,

Mauitania, Burkina, Faso, Argentina, Etiopia, dan Indonesia.’

* Ibid.
S Ibid.

% George Kombe Ngowe, http://www.omiusajpic.org, dalam Ibid, hlm. 6.



Indonesia adalah negara yang potensial untuk berperan besar dalam
mengatasi krisis pangan dunia. Namun kini Indonesia masih mengalami dua
bentuk krisis pangan, yaitu krisis pangan secara berkala (¢ransitory/occusional
food insecurity) dan krisis pangan kronis (chronic food insecurity).”

Krisis pangan berkala terjadi karena misalnya ada bencana alam konflik
sosial, fluktuasi harga dan sebagainya, adapun krisis pangan kronis adalah
krisis yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus krisis ini
ditengarai adanya akses terbatas terhadap persediaan pangan serta harga
pangan yang melambung tinggi.®

Menurut laporan hasil Assesment Word Food Progamme (Februari
2007) daerah-daerah bekas bencana seperi Pantai Barat Nanggro Aceh
Darussalam, Pulau Sieulue, Nias, Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah,
mengalami kisis pangan yang akut dan krsis tenaga kerja. Sementara krisis
pangan kronis terjadi di Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan
Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat serta Maluku.’

Krisis pangan global dan nasional ini harus mendapat perhatian serius
apalagi Indonesia termasuk negara rawan bencana, terjadinya bencana tidak
hanya menghambat produksi tanaman pangan, tetapi juga menyebabkan

kebutuhan pangan kian meningkat tajam. Menteri Perdagangan Indonesia

7 Adrianus Suyadi , “Krisis Pangan dan Solidaritas”, Kompas No. 43, Th. XLIII, Sabtu,
14 Juni 2008, hlm. 8.

8 Ibid.

? Ibid.



Mari Pangestu menyebutkan, sebaiknya solusi atas krisis pangan diatasi secara
cepat, makin lama krisis pagan berlangsung makin lama beban yang harus
ditanggung."

Syari’at Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya
mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya
saja, akan tetapi cakupan Syari’at Islam adalah komprehenshif, termasuk di
dalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan
pokok yang merupakan urusan kemanusiaan. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah
berkata:

Sesungguhnya mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama

yang paling besar, bahkan agama tidak akan tegak tanpa hal itu. Karena

Allah telah mewajibkan untuk menyuruh berbuat baik, mencegah

kemungkaran dan menolong orang yang teraniaya begitu juga jihad."'

Herdi Sahrasad, dalam artikelnya di Jurnal Ekonomi, menyebutkan
bahwa sebab-sebab kemiskinan struktural terutama sangat dipengaruhi oleh:
pertama, pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan
ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial.
Kedua, kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan

polarisasi masyarakat, yang memicu bertambahnya penumpukan pendapatan

dan kesejahteraan."

' Simon Saragih, “Asia pun Terjebak Debat tak Terarah”, Kompas, No.46, Th. XLIII,
Selasa 17 juni 2008, hlm. 6.

" Tbnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

"2 Lihat Herdi Sahrasad,”Kemiskinan dan Tanggung Jawab Negara” http://www.jurnal-
ekonomi.org/tanggung jawab negara, akses 18 November 2008.



Jika suatu pemerintahan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
warganya, mereka akan menabur benih-benih kehancuran melalui kegelisahan
sosial, dan ketidakstabilan politik."

Dewasa ini, urusan kesejahteraan dan kemakmuran sosial ditangani
oleh pemerintah, yang di antara penanganannya melalui Departemen Sosial
Departemen Tenaga Kerja serta beraneka ragam peraturan dan undang-undang
ketenagakerjaan.'*

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya ditulis UU JAMSOSNAS), Pemerintah
Indonesia mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabat menuju
terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur."

Dengan latar belakang masalah di atas, penyusun akan mencoba
menggali norma-norma yang ada dalam Hukum Islam, dan juga yang tertulis
dalam UU JAMSOSNAS, penyusun rasa ini penting karena krisis yang
melanda dunia khususnya Indonesia dewasa ini, jika tidak ditangani dengan
serius dan benar, maka tidak mustahil berbagai hal yang tidak diinginkan bisa
terjadi di Indonesia, salah satu penanganannya adalah menemukan konsep
yang tepat yang bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

sehingga terwujud sebuah masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

' Lihat Umer Capra, 4I-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, (Yogyakarta: PT
Dana Bakti Prima Yasa, 1997), him. 57.

' Lihat M Hutauruk Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur Di Republik Indonesia Tahun
2000-an, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 5.

5 UU No 40 tahun 2004.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang akan menjadi pokok
masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimanakah tanggung jawab
negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat dalam pandangan Hukum

Islam dan UU JAMSOSNAS?

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: Untuk
mendeskripsikan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar rakyatnya dalam pandangan Hukum Islam dan UU
JAMSOSNAS.
Adapun kegunaan skripsi ini adalah:
1. Kegunaan [Imiah:

a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam, terutama dalam hal
tanggung jawab negara khususnya dalam memenuhi hak jaminan
sosial rakyatnya.

b. Sebagai bahan pertimbangan pembahasan dan penelitian lebih lanjut
mengenai Figh Siyasah. Terutama dalam hal tanggung jawab negara
khususnya dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyatnya dalam

pandangan Hukum Islam.



2. Kegunaan Praktis
Untuk memberikan masukan atau solusi alternatif kepada para
pelaku kebijakan terkait masalah tanggung jawab negara khususnya dalam

memenuhi hak jaminan sosial rakyat.

D. Telaah Pustaka

Dari penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun lakukan,
terhadap literatur-literatur yang ada maka sepanjang pengetahuan penyusun,
belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai
tanggung jawab negara khususnya dalam memenuhi hak jaminan sosial
rakyatnya dalam pandangan Hukum Islam dan UU JAMSOSNAS.

Buku dan karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan yang
berhubungan dengan tema di atas di antaranya adalah, “Doktrin Ekonomi
Islam” karya Afzalur Rahman, pada jilid pertama buku ini berisi ciri-ciri
berbagai sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam,
yang menurut beliau Islam berada di tengah-tengah kedua sistem tersebut.
Dalam Sistem Ekonomi Islam, mengakui adanya hak milik akan tetapi tidak
bersifat mutlak, negara berhak meminta hak tersebut apabila dikehendaki,
tertentu dalam situasi dan kondisi tertentu. Buku ini juga berisi tanggung
jawab negara pada masa Rasulullah, dan juga pada masa-masa sesudahnya,
pembayaran bantuan keuangan, hubungan modal dan tenaga kerja, faktor-

faktor produksi serta pengorganisasiannya.'

' Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin,
(Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995).



Buku lain yang berhasil penyusun temukan adalah, “Ekonomi
Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto,” buku ini berisi gagasan/pemikiran
Mubyarto, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, dalam buku tersebut beliau
mengungkapkan bahwa falsafah ekonomi Pancasila bukanlah kapitalisme
ataupun sosialisme, tetapi sistem ekonomi Indonesia adalah kekeluargaan,
dalam arti ekonomi bukan dipegang mutlak oleh negara juga tidak diserahkan
pada individu, akan tetapi ekonomi dikelola bersama untuk kemakmuran
bersama pula."’

Buku lain yang berhasil penyusun temukan adalah, M.Abdul Manan
dalam bukunya, “Ekonomi Islam, Teori dan Praktek,” mendefinisikan
Ekonomi Islam sebagai: [lmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-
masalah Ekonomi Rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” dalam
bukunya tersebut beliau menjelaskan bahwa Islam telah menjadikan falsafah
ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian
dengan berlandaskan pada perintah dan larangan Allah, yang didasarkan
adanya hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian semua metode
pemecahan masalah ekonomi yang ada (kapitalis dan sosialis), tidak sesuai
dengan metode yang digunakan Islam.

Dengan konsep yang komperehensif Negara Sejahtera dalam Islam
adalah berusaha mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Oleh karena itu konsep Islam tentang Negara Sejahtera bukan hanya

7 Mubyarto, Ekonmi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto, cet-1 (Yogyakarta:
Aditya Media, 1997).



berdasarkan manifestasi ekonomi akan tetapi juga nilai spiritual, sosial, dan
politik Islam."

Dalam perekonomian Islam tujuan utamanya adalah untuk mencapai
keuntungan sosial sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kegiatan ekonomi
yang mungkin merintangi tercapainya tujuan ini tidak dapat dikatakan
Islami."”

Selanjutnya adalah bukunya Taqi Ad-Din an-Nabbani,” Membangum
Sistem Ekonomi Alternatif , dalam buku tersebut beliau menjelaskan bahwa
Suatu tatanan ekonomi yang didominasi oleh orang perorang saja merupakan
suatu perlawanan dari prinsip untuk kepentingan sosial yang sebanyak-
banyaknya. Islam menghendaki agar sumber-sumber kekayaan tidak
berkumpul dalam suatu tempat secara besar-besaran, tetapi beredar dan
berpindah-pindah di antara individu dan perorangan sehingga, masing-masing
memperoleh bagian kekayaan yang sah dan layak. Di sini campur tangan
pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi di suatu negara,
karena negara berkuasa mutlak dalam menentukan segala-galanya, baik dalam
pemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan faktor-faktor pruduksi.”

Buku yang lainnya adalah, "Tugas Negara Menurut Islam” karya Ibnu
Taimiyah. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan bagaimana seharusnya

sebuah insitusi negara mengelola perekonomian rakyatnya, dengan kata lain

' M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan praktek, alih bahasa M. Nastangin,
(yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him. 298.

Y Ibid.

" Tagqi Ad-Din an-Nabbani, Membangum Sistem Ekonomi Alternatif, cet. 1, alih bahasa
Much Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
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bagaimana fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya masalah pangan. Dalam
buku ini disebutkan bagaimana sebuah lembaga Aisbah mengatur
perekonomian rakyatnya. lembaga ini di antaranya bertugas: mengelola
keseimbangan, mengatur pasokan, mengontrol harga, mengatur struktur kredit
dan hak milik. Pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengefisienkan sektor
publik.*'

Juga bukunya Munawir Sjadzali, “Islam dan Tata Negara”, dalam
buku tersebut beliau menjelaskan tentang pola pemikiran di antara umat Islam
dimana sampai sekarang terpecah dalam tiga aliran, golongan yang pertama
berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna
dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan
bernegara. Kedua golongan yang berpendapat bahwa Islam adalah agama
dalam pengertian barat, yang tidak ada hubunganya dengan urusan
kenegaraan. Tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan risalah
kerosulannya kepada seluruh umat manusia, dan tidak pernah dimaksudkan
untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. ketiga, adalah aliran yang
menolak bahwa di dalam Islam terdapat sistem yang serba lengkap, termasuk
dalam hal sistem kenegaraan. Namun juga menolak, anggapan bahwa Islam
adalah agama dalam pengertian barat, yang hanya mengatur hubungan antara

manusia dengan tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa, dalam Islam tidak

*!' Tbnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
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terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi
kehidupan bernegara.”

Buku-buku lain yang membahas masalah ini di antaranya, Zainal
Abidin Ahmad, lewat karyanya, "Konsepsi Negara Islam Menurut Al-Gozali”
1995 , Hasbi As-Shidiqi,”Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam”, Fuad M
Fachruddin ”Pemikiran Politik Islam™ 1988.

Karya ilmiah lain yang berupa skripsi yang berhsil penyusun temukan
di antaranya adalah; skripsinya M, 1zzi dengan judul: "Hak Negara dan Warga
Negara Menurut UUD 1945 dalam Perspektif Islam”, juga skripsinya
Saefullah yang berjudul: Hak-Hak Warga Negara dalam Pandangan Universal
Deklaration Of Human Right (UDHR) Dan The Cairo Deklaration On Human
Right In Islam (CDHRI). Dalam skripsi tersebut Saefullah menyimpulkan
bahwa pada dasarnya baik UDHR maupun CDHRI mengakui adanya Hak
Asasi Manusia, hanya dalam UDHR, HAM digali secara empirik, sedangkan

dalam CDHRI, HAM digali berdasarkan wahyu.*
E. Kerangka Teoritik

a. Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini mengajarkan bahwa, pemerintah memperoleh
kekuasaannya bukan dari Tuhan, raja, negara maupun rakyat, akan tetapi

berasal dari hukum yang berlaku. Dengan demikian yang berdaulat di

> Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta: UII Press, 1990).

3 Saefullah, Hak-Hak Warga Negara dalam Pandangan Universal Deklaration Of
Human Right (UDHR) Dan The Cairo Deklaration On Human Right In Islam (CDHRI),
Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2001. Skripsi tidak diterbitkan.
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dalam negara adalah hukum. Oleh karenanya baik pemerintah maupun
rakyat memperoleh kekuasannya dari hukum, serta harus tunduk
kepadanya. Penganjur teori ini antara lain: Hugo de Groot, Immanuel kant
dan Leon Duguit.*
Suatu negara dapat dianggap sebagai negara hukum, apabila di
dalamnya terkandung empat syarat minimal, yaitu:
Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak
kemanusiaan;
1) Ada mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
2) Ada suatu sistem hukum yang tertib;
3) Ada suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.
Negara hukum terbagi menjadi dua tipe, yaitu negara hukum dalam
artt formal (sempit) dan negara mukum dalam arti materiil (luas). Di
samping istilah tersebut ditemukan juga penggunaan istilah lainnya, yakni

negara penjaga malam, negara polisi dan negara kesejahteraan.

1. Negara Polisi/Polizei Staats
Bentuk negara polisi ini, kedudukan raja di atas warga
negaranya. Hubungan antara raja dengan warga negaranya dapat
dikatakan sepihak, dalam arti bahwa rajalah yang akan menentukan

segalanya.

2 QF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: UII Pres 2001), hlm. 27.
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Mula-mula bentuk pemerintahan ini adalah monarki absolut,
akan tetapi kemudian bergeser menjadi monarki yang dibatasi atas
kemauan raja sendiri (beperkte Monarki, Velichte Despotie), karena
para despot ini telah progresif. Asas yang berlaku dalam bentuk negara
dan pemerintahan ini adalah bawa rajalah yang menentukan segala-
galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sediri, dan
kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum
(legibus solutus est, salus publica suprema lex). Tipe negara polisi ini
walapun raja mau menyelenggarakan kepentingan rakyat, tetapi rakyat
tidak boleh ikut campur, karena rakyat tidak mempunyai hak terhadap

raja, dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.”

2. Negara Hukum Formal (Liberal)

Bentuk negara ini sering juga disebut, negara hukum liberal atau
Nachtwachker Staats atau biasa disebut negara hukum dalam arti sempit.
Tipe ini merupakan antithese dari bentuk pertama. Dalam negara hukum
liberal ini negara tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam
penyelenggaraan kepentingan rakyat. Ini adalah bentuk negara yang sangat
berlawanan dengan bentuk Negara Hukum Polisi. Akan tetapi tuntutan
masyarakat menghendaki faham liberalisme, itu tidak dipertahankan lagi,

sehingga negara terpaksa turut campur dalam urusan kepentingan rakyat.

5 Ibid., hlm. 10.
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Hanya saja campur tangan ini masih menurut saluran-saluran hukum yang
sudah ditentukan, sehingga lahirlah negara hukum formal.*®

Pada negara hukum liberal/dalam arti sempit, hanya dikenal dua
unsur penting, yaitu:*’
a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
b. Pemisahan kekuasaan.

Sedangkan dalam negara hukum formal unsur-unsur itu bertambah
menjadi empat:
c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan.

d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Negara Hukum Materiel (Welvaarstaats/Negara Kesejahteran)®

Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti
luas atau disebut pula Negara Hukum Modern. Negara dalam pengertian
ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut
serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteran rakyat, maka
pengertian negara hukum ini erat hubunganya dengan pengertian negara
kesejahteraan atau “welfare state”.

Dalam negara kesejahteraan sekarang ini tugas pemerintah dalam

menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan

2 Ibid., hlm. 27.
Y Ibid.

B Ibid., hlm. 13.
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melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar.
Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara
memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri
terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang muncul tiba-tiba, dan
yang peraturan penyelesaiannya belum ada (belum dibuat oleh badan
legislatif), dalam hal demikian administrasi negara dipaksa bertindak
cepat, tidak menunggu perintah dari badan legeslatif.

Islam menuntut keadilan dalam segala hal, sebagaimana firman
Allah,

"L el Gl e g ) el g GUSY agae L 3T il Ul Gl i Sl

Karena Islam menuntut keadilan distribusi dalam semua keadaan
ekonomi, suatu sistem jaminan yang teliti dibutuhkan untuk mencapainya.
Dalam ekonomi Islam, semua anggota (masyarakat) berhak memperoleh
tingkat pandapatan minimum, lepas dari kemampuan yang dimilikinya, yang
berarti pemisahan antara kemampuan untuk memperoleh pendapatan, dengan
hak seseorang untuk mendapatkan sarana-sarana penghidupan yang minimum.
Pada umumnya yang diperoleh orang bukan seluruh miliknya; sebagian
adalah milik mereka yang karena suatu alasan (misalnya; umur tua,
menganggur, sakit, dan sebagainya), tidak dapat memperolehnya.

Al-‘Adl menuntut keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan
produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi. Sementara a/-lhsan

menuntut agar kebijakan-kebijakan ekonomi dalam masyarakat membela

9 Al-Hadid (57): 25.
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nasib orang miskin. Dalam istilah operasional, persyaratan-persyaratan ini
harus diterjemahkan ke dalam sistem jamian sosial, yang berjangkauan luas
untuk memproteksi mereka yang (karena umur tua, kesehatan terganggu, serta
kemiskinan yang akut), tidak bisa berpartisipasi dalam proses-proses
ekonomi.”

Dalam kehidupan ekonomi manusia terdapat empat tingkatan:’'
pertama, tingkatan daruriyyat yaitu kondisi dimana manusia hidup dibawah
standar kecukupan. Kondisi ini dialami oleh orang-orang yang hidup dalam
belenggu kelaparan. Kedua, tingkatan Aajiyyat yang lebih baik dari hal
tersebut di atas yaitu: tingkatan pas-pasan. Ia hidup dalam batas minimal
kehidupan, tidak lebih dan tidak kurang. Ketiga tingkatan tahsiniyyat yang
lebih baik dari hal tersebut di atas, yaitu yang disebut oleh para ahli figh
sebagai “terpenuhinya kecukupan” bagi manusia secara sempurna, bukan
semata-mata terpenuhinya kebutuhan, akan tetapi terpenuhinya kebutuhan
secara sempurna dengan segala unsur dan aspeknya. Tingkatan inilah yang
dikehendaki Islam untuk para pemeluknya, bahkan untuk setiap orang yang
hidup di bawah naungannya, baik ia seorang muslim atau bukan. Dalam
memberikan batasan cukup ini Imam Nawawi berkata:

Berkata sahabat kami, bahwa yang dijadikan ukuran kecukupan adalah

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang tidak boleh
tidak harus dipenuhi, sesuai dengan kelayakan keadaannya. Tidak

0 Lihat Syed Nawab Haider Naqfi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, alih bahasa M.
Saiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), him. 151.

31 Yusuf Qaradhawi, Peran, Nilai, dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahsa
Didin Hafidudin, dkk. Cet-1(Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 180.



17

berlebihan dan tidak mengurangi, baik bagi orang yang bersangkutan
maupun untuk orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya.**

Keempat adalah tingkatan kamaliyyat, yaitu tingkat kemewahan yang tidak

dikehendaki Islam.

. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud,
termasuk dalam sebuah penelitian, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library research). Yakni penelitian melalui
sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab
negara terhadap jaminan sosial rakyat, yang terdapat dalam; ayat-ayat al-
Qur'an, hadis-hadis, konvensi—konvensi, pendapat para cendekiawan, dan
juga sumber-sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah, maupun

internet.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Yaitu
menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan
dalam UU JAMSOSNAS tentang tanggung jawab negara dalam
memenuhi hak atas jaminan sosial rakyatnya. Selanjutnya data-data

tersebut dianalisis dan dikomparasikan berdasarkan normatif yuridis.

32 Imam Nawawi, AI-Mujma’6/91. lihat juga ar-Raudhah, 2/331. dalam Ibid, hlm. 443.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitan pustaka maka dalam
pengumpulan datanya dilakukan melalui pengkajian terhadap, literatur-
literatur pustaka yang koheren, dengan objek yang dimaksud. Yakni
mengkaji kitab-kiab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema
pembahasan. adapun sumber data primer yang digunakan adalah: Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sedang data sekunder yang penyusun
gunakan di antaranya adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945, buku Yusuf Qaradhadawi, Peran, Nilai, dan Moral dalam
Perekonomian Islam, Sayyed Nawab Haider Naqfi, Menggagas Iimu
Ekonomi Islam, SF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara, Qomarudin Khan, Teori Politik Islam, Sayyid
Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam, dan Fazlur Rahman, Doktrin
Ekonomi Islam.

Selanjutnya buku-buku penunjang yang penyusun gunakan di
antaranya: Tugas Negara Menurut Islam karya Ibnu Taimiyah. Zainal
Abidin Ahmad, lewat karyanya, Komsepsi Negara Islam Menurut Al-
Gozali (1995), Hasbi As-Shidiqi, //mu Kenegaran Dalam Figih Islam,

Fuad M Fachruddin, Pemikiran Politik Islam (1988).

4. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yang bertujuan

menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum. dengan mempelajari berbagai
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peraturan hukum kongkrit,” atau dari pendapat seseorang atau kelompok
dan negara, terhadap tugas negara terkait dengan hak atas pangan
rakyatnya. Atau dapat juga dilakukan secara deduktif** dengan
menganalisis data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan
yang bersifat khusus, di samping itu juga digunakan metode komparatif,
untuk membandingkan antara dua sistem hukum, tersebut sehingga
diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun

persamaannya.

5. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah,

Normatif:** Yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan
mengkaji berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan
pendekatan dengan berdasarkan pada aturan hukum dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Sehingga
setelah adanya analisis akan tampak pemecahan terbaik terhadap masalah

yang ada.

33 Hukum konkrit adalah peraturan-peraturan hukum yang merupakan penerjemahan
asas umum hukum. Lihat: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan kalijaga nomor S 25 tahun 2003, hlm 54.

3 Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum
mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut, pada suatu
peristiwa atau data tertentu, yang berciri sama dengan fenomena bersangkutan (prediksi). Lihat:
Saifudin Azwar, Metode penelitian, hlm. 40.

3 Pendekatan normatif adalah pendekatan mengenai praktik-praktik, masa sekarang
yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk memperoleh prosedur yang dapat dilaksanakan,
sehingga berdasarkan analisis, tampaknya menjadi pemecahan terbaik terhadap masalah yang ada.
Lihat: Moekijat, Metode Riset Dalam Pelatihan, (Bandung: Mandar Maju, t.t.), hlm. 14.
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G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan
skripsi ini penyusun membagi pembahasan dalam lima bab yaitu: bab pertama
merupakan pendahuluan sebagai pengantar umum bagi keseluruhan
pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan, latar belakang masalah, yaitu
mendeskripsikan berbagai krisis yang melanda dunia global dan nasional yang
terjadi dewasa ini; serta sebab-sebab kemiskinan struktural, kemudian
dilanjutkan dengan pokok masalah yang menjadi fokus penelitian; tujuan dan
kegunaan, yaitu mendiskripsikan signifikansi penulisan, telaah pustaka, yaitu
menjelaskan berbagai karya ilmiah dan buku-buku yang sudah ada yang
berkaitan tema jaminan sosial; kerangka teoritik, yaitu memaparkan berbagai
teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini; metode penelitian,
yaitu metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, dan sistematika
pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai kemiskinan, yaitu
membahas penertian dan hakekat jaminan sosial tugas dan fungsi negara,
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang, pengertian dan hakekat kemiskinan,
pengertian jaminan sosial, serta tugas-tugas negara.

Bab ketiga membahas Tangung jawab negara dalam memenuhi hak
atas jaminan sosial rakyat menurut Hukum Islam dan UU JAMSOSNAS.
yaitu menjelaskan tentang apa yang penyusun maksud Hukum Islam, adalah
hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak mempersoalkan antara figh

dan syari’ah. Selanjutnya menjelaskan berbagai, dasar hukum, asas, prinsip
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serta jenis-jenis jaminan sosial, serta perangkat- perangkat pemerintah dalam
melindungi hak jminan sosial rakyat, versi hukum Islam maupun UU
JAMSOANAS.

Selanjutnya pada bab keempat, berisi analisis perbandingan, antara
Hukum Islam dengan UU JAMSOSNAS. pada sub bab pertama berisi analisis
tentang jaminan sosial, menurut Hukum Islam. Pada sub bab kedua
menganalisis jaminan sosial menurut UU JAMSOSNAS. Selanjutnya adalah
menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU
JAMSOSNAS.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang

penyusun lakukan, serta saran-saran yang berisi usulan dan harapan penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial rakyat dalam hukum Islam
bersifat aktif yaitu berupa provisi positif (waris dan zakat), serta larangan (riba,
penimbunan, monopoli, dan sebagainya), sementara dalam UU JAMSOSNAS
bersifat pasif yaitu negara/pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak
mampu.

Jaminan sosial dalam Hukum Islam merupakan hAuqug Allah maksudnya
adalah bahwa jaminan tersebut merupakan sebuah kewajiban yang telah
disyariatkan Tuhan, kepada penganut Agama Islam yang memiliki kelebihan
harta, untuk menafkahkan hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu.
Oleh karena Hukum Islam bersifat religio moral bukan sipil legal, maka tugas
negaralah sebagai institusi kekuasaan legal untuk melaksanakan perintah tuhan
tersebut.

Jaminan sosial dalam Hukum Islam bersifat menyeluruh, baik dari segi
pemenuhan kebutuhannya (dari kebutuhan dasar/makanan hingga mahar bahkan
haji jika mampu), penjaminnya (dari individu sediri hingga negara). sasarannya
kaum lemah/ahlul hajah, tingkat pemenuhan kebutuhan yang cukup, serta

kebutuhan yang mendesak.

113
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Tujuan jaminan sosial Islam bukan hanya terbatas pada pemenuhan
kebutuhan tingkat darurat saja, akan tetapi Islam menghendaki sebuah jaminan
sosial hingga pada tingkat pemenuhan kebutuhan yang layak.

Instrumen jaminan sosial dalam Hukum Islam ada dua yaitu; sadagah.
Pengertian sadagah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks bahasa Indonesia,
karena sadagah dalam konteks terminologi al-Qur’an dapat dipahami dalam dua
aspek; Sadagah Wajibah dan Sadagah Nafilah. Intrumen kedua, adalah Aad/
hudud (hukuman).

Tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial dalam UU
JAMSOSNAS adalah, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta
Dewan Jaminan Sosial. jadi tanggung jawab Negara tidak secara langsung akan
tetapi melalui dua lembaga ini

Jaminan sosial dalam UU JAMSOSNAS adalah bersifat asuransi sosial,
artinya bahwa setiap peserta wajib membayar iuran. [uran tersebut nantinya yang
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anggota-
anggotanya.

Jaminan sosial dalam UU JAMSOSNAS, diselenggarakan oleh badan
penyelenggara (PERSERO) dan diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial.

Badan penyelenggara tersebut adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK), Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri(TASPEN), Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Asuransi Kesehatan(ASKES).
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B. Saran-Saran

Penelitian ini adalah bersifat normatif, maka untuk lebih menguatkan
argumen-argumen di dalamnya diperlukan penelitian lapangan, oleh karenanya
penyusun berharap ada peneliti yang melanjutkan penelitian kali ini dengan
penelitian lapangan, terutama terkait dengan jaminan yang paling dibutuhkan oleh
masyarakat.

Pada dasarnya penelitian ini adalah membahas Hukum Islam secara global,
maka untuk lebih mengena sasaran dibutuhkan penelitian yang bersifat spesifik,
untuk itu penyusun berharap ada peneliti yang melenjutkan penelitian ini secara
lebih spesifik.

Pemerintah seyogyanya mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial yang
bersifat aktif dan menyeluruh, tidak hanya berupa asuransi sosial saja, sehingga
bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang benar-benar

membutuhkan.
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LAMPIRAN 1

TERJAMAHAN

BAB1

NO

HALAMAN

FOOT
NOTE

TERJIEMAHAN

17

33

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul
kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan
Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan neraca (keadilan).

BABIII

42

20

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.

48

35

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.

49

37

Masing-masing orang memperoleh derajat-derajat
(seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan
Tuhanmu tidak lengah dari apa vang mereka
kerjakan.

50

38

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak

50

39

mendapat bagian.
Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu,

50

40

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allal yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai




suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

51

41

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi
kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan
makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya
kepada-Nya-lah  kamu  (kembali  setelah)
dibangkitkan,

52

42

Dan Demikianlah kami perlihatkan kepada
Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang
terdapat) di langit dan bumi dan (Kami
memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang
yakin,

10

52

Islam dibangun atas lima sendi, bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah
utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat,
menunaikan ibadah haji, serta puasa ramadhan,

11

52

45

Celakalah orang-orang musrik yaitu orang-orang
yang enggan membayar zsakat dan mereka
diakhirat termasuk crang-orang kafir.

12

53

47

Aku (pabi sebagai kepala negara) lebih dekat
kepada setiap muslim dari dirinya sendiri, maka
dari itu siapapun yang meninggalkan hutang atau
anak-anak untuk dibantu merupakan tanggung
jawabku; dan siapa yang meninggalkan kekayaan;
itu adalah untuk ahli warisnya; dan aku adalah
pewaris orang orang yang tidak punya ahli waris,
aku mewarisi kekayaan dan membebaskan
tahanannya.

13

53

48

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul
kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan
Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan meraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetzhui siapa yang menolong (agama)Nya dan
rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha
Perkasa.

14

30

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati




Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan
(dari) membayarkan zakat. mereka tzkut kepada
suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan
menjadi goncang.

15

35

)|

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri,
Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang
hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah)
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam
negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku
terhadapnya  perkataan  (ketentuan  kami),
Kemudian kami hancurkan negeri itw sehancur-
hancurnya.

36

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan
(untukmu), agar kamu dapat memakan
daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu
pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya,
dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari
karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur,

17

56

54

Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah
menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup
auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan
Pakaian takwa = Itulah yang paling baik. yang
demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu

ingat,

18

57

55

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan meteka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, Kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah  kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
{anak itu) untuknya.

19

57

56

Wahai para pemuda barang siapa yang telah
mampu diantara kalian hrndaklah menikah,

20

48

58

Mencari ilmu adalah kewajiban tiap-tiap muslim




21

58

58

Berobatlah kalian sesunguhnya Allah  tidak
menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula
obatnya.

22

58

60

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyvata, (di
antaranya) maqam  [brahim[;  barangsiapa
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah
Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup
mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa
mengingkari (kewajiban hajt), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

23

59

6l

Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita Telah
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang Kuat
akan mengusir orang-orang yang lemah dan
padanya." padahal kekuatan itu hanyalah bagi
Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang
mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada
Mengetahui.

24

59

62

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu
(umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas
(perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan
kiblat yang nmenjadi kiblaimu (sekarang)
melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata)
siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang
rmembelot. dan sungguh (pemindahan kibfat} itu
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang
Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak
akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
kepada manusia.

23

60

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim,
Dan tidak menganjurkan memberi makan orang

26

60

65

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat
(yang dipikulnya) dan janjinya,

27

61

67

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan
Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang
berasal dari penduduk kota-kota Maks adalah |




untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar
di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka
terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,
Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah.  Sesungguhnya Allah amat  keras
hukumannys,

28

62

68

Jika di antara kalian dalam kcadaan fakir maka
mulailah dari dirinya sendiri, jika ada kelebihan
hendaklah menyantuni keluarganya jika masih sisa
berikanlah kesana-sini

29

62

70

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan =zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu jtu  (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui,

30

63

73

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan
bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang
vang (ketika disembelih) disebut (nama) selain
Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya} sedang dia tidak menginginkannya
dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada
dosa baginya, Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

31

77

102

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu
Karena takut kemiskinan, kamilah yang akan
memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu
dosa yang besar.

32

77

103

Lihat foot note No: 40 Bab [11

33

79

106

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas
orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit
dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa
yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka
berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak
ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-
orang yang berbuat baik. dan Allash Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang,




Lampiran II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang;:

a.

bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib
yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial
ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program
jaminan sosial.

Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan
himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan
pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau
anggota keluarganya.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi
kerja, dan/atau Pemerintah.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya.

Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya
anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan
berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan
pekerjaannya.

Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang
untuk melakukan pekerjaan.

II



BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas
manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip

=

(1)
(2)

3)

kegotong-royongan;

nirlaba;

keterbukaan;

d, kehati-hatian;

akuntabilitas;

portabilitas;

kepesertaan bersifat wajib;

dana amanat; dan

hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pasal 5
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.
Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial
yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut
Undang-Undang ini.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.  Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK);

b.  Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN);

c.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ASABRI); dan
d.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

III



(4)

Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud
pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

BAB IV
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pasal 6

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini
dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(1)
2)

€)

(4)

(1)

2)
3)
(4)
()
(6)

Pasal 7
Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan
sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas:
a.  melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan
jaminan sosial;
b.  mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan
c.  mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan
tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.
Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pasal 8
Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang
terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang
jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
Dewan jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap
anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh
Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) tahun,
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
Warga Negara Indonesia;
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
sehat jasmani dan rohani;
berkelakuan baik;
berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-
tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;

o po o
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lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata I (satu);

memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;

memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan

tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan.

mSge e

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat meminta
masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 11
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat berhenti atau diberhentikan sebelum
berakhir masa jabatan karena:
a.  meninggal dunia;
b.  berhalangan tetap;
c.  mengundurkan diri;
d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 12
(1)  Untuk pertama kali, Ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi kesejahteraan sosial.
(2) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

BAB V
KEPESERTAAN DAN IURAN

Pasal 13
(1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti.
(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 14
(1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai
peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial.



2)
€)

(1)
2)

Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas
tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak
dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan
program jaminan sosial yang diikuti.

(1)
2)

3)

(4)
()
(6)

Pasal 17
Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan
persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan
iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.
Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial,
ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu
dibayar oleh Pemerintah.
Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh
Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi:

eo o

jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan hari tua;

jaminan pensiun; dan

VI



(1)
2)

(1)

2)
3)

(1)

2)

3)

(4)

(1)

(2)
€)

jaminan kematian.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 19
Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 20
Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi
tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 21
Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak
seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan
belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh
Pemerintah.
Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar
oleh Pemerintah.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Presiden..

Pasal 22
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan
kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,
peserta dikenakan urun biaya.
Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Presiden.

Pasal 23
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Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan
pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi
syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas
pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden.

Pasal 24
Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan alas
pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak permintaan pembayaran diterima.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan
kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan; dan sistem pembayaran pelayanan
kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Pasal 25

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 26

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

(1)

(2)
€)
(4)

Pasal 27
Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap
ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah
ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan
berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
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(5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden,

Pasal 28
(1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran.
(2) Tambahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

(1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial.

(2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai
apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit
akibat kerja.

Pasal 30
Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.

Pasal 31

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat
berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan
mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau
meninggal dunia.

2. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan
sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang
cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

3. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja
dikenakan urun biaya.

Pasal 32

(1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang
memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

(2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
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€)

(4)

Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas
kesehatan yang memenubhi syarat, maka guna memenuhi;kebutuhan medis bagi
peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.
Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas
perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris,
kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal
32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(1)
2)
€)
(4)

(1)
2)

Pasal 34
Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari
upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima
upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap
kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua

Pasal 35
Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi
sosial atau tabungan wajib.
Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 36

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.

(1)

(2)
€)

Pasal 37
Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat
peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total
tetap.
Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi
iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.
Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas
tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
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()

(1)

2)

€)

(1)
2)

3)
(4)

Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima
manfaat jaminan hari tua.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38
Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan
berdasarkan persentase tertentu Bari upah atau penghasilan tertentu yang
ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah
ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh
Pemerintah.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Jaminan Pensiun

Pasal 39
Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi
sosial atau tabungan wajib.
Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan
yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena
memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

(1)

Pasal 41

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan

sebagai:

a.  Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal
dunia;

b.  Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat
penyakit sampai meninggal dunia;

c.  Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai
meninggal dunia atau menikah lagi;

d.  Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23
(dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau

e.  Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai
batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang
pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15 (lima
belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia
pensiun sesuai formula yang ditetapkan.

Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum
memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak
mendapatkan manfaat jaminan pensiun.

Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima
belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya
ditambah hasil pengembangannya.

Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut
menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total
tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.

Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 42
Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah
nominal tertentu . yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Jaminan Kematian

Pasal 43
Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi
sosial.
Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan
kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Pasal 44

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

(1)

2)

Pasal 45
Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah
nominal tertentu.
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Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46
Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.
Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan
berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL

Pasal 47
Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan
Penyelenggara jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin
terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(1)
2)
€)

(4)

(1)
2)

Pasal 49
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku.
Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari
dana program lain tidak diperkenankan.
Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan
basil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi akumulasi
iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta jaminan hari tua
sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 50
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membentuk cadangan teknis sesuai
dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Iebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 51
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.  Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

b.  Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198'1 Nomor 38),
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2906), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3200);

c.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);

d.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)
yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992
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tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-
Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATT SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150
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1.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ImamBukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah muhammad ibnu Ismail, a/-
Bukhari. Lahir pada tahun 194. sejak kecil telah menekuni bidang hadis. Pada
saat berusia 11 tahun telah dapat menilai kebenaran atau kesalahan suatu hadis
yang ada pada sementara gurunya. Pada permulaan hidupnya beliau belajar
hadis di Bukhara, kemudian mendatangi berbagai tempat dan berhasil
mengumpulkan hadis sebanyak 700.000. lau beliau menyeleksi hadis tersebut
dan menghimpunnya dalam sustu kitab di makkah. A/-Bukhari wafat di
samarkand pada tahun 156 H. di antara hasil karyanya adalah: a/-jami’ as-2. 2.
Salih, al-Adab wa al mufiad fi al hadis at-tarikh as-Sagir f3 rijal al-Hadis.

‘Tmam Muslim,
Nama lengpkapnya adalah Al-Hajjaj Abu Husain al-Khusairi,
Sahih Muslim, lahir di Naisabur 204 H. Kitab Sahih Muslim sebagai
karya terbesar belau disusun dalam jangka waktu kurang dari 12 tahun.

Beliau wafat pada tahun 261 H.

Ahmad bin Hambal

Ahmad bin Hambal lahir di Bagdad 164 H. dan wafat 241 H. beliau
adalah guru dalam bidang figh, hadis dan Bahasa Arab. Beliau juga ahli
terhadap mazhab para sahabat. dan tabi'in.karya yang terkenal adalah musnad
yang berisi 40.000. hadis.

Ahmad bin Hambal belajar pertamakali di Baghdad, selanjutnya ketika
usisnya 16 tahun beliau meneruskan pelalajarannya keberbsgsi tempat yaitu;
Basrah, Syam, Yaman, Makkah Dan Madinnah. Di antara gurunya adalah;
Sufyan Ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Saad dan Yahya ibnu Qattan.

Dr,. Yusuf Qaradhawi

Nama lengpkapnya adalah Yusuf Abdulah Qaradhawi, lahir pada

bulan september 1926 di Desa Safat Tirab di bagian barat Mesir. Pada tahun



1952 beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah. Al-Azar Mesir.
Tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Reset dan Penelitian masalah masalah
Islam. Tahun 1976 lulus doktor dengan disertasi yang fenomenal hinga
sekarang sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Figh Zakat. Karya-
karyanya meliputi bidang figh dan hadis, yang mencakup puluhan buku
pemikiran beliau dalam bidang politik dan agama sangat dipengarhi oleh
pemikiran Hasan Al-Banna.
5. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shidieqy
Beliau dilahirkan di Lokhsumawe aceh utara pada taggal 11 Maret
1902. di antara grunya disamping ayanya sendiri adalah Muhammad ibnu
Salim al-Kalili, beliau pernahbelajar di al-Irsyad Suraaya. Pada taun 1928
memimpin sekolah al-Irsyad di Lokhsumawe, dan pada tahun 1930 menjadi
kepala sekolah di Krung Manne, menjadi guru di HIS, dan Mulo
Muhamadiyyah Kutaraja. Pada masa penjajahan Jepang beliau menjabat
kepala pengadilan agama tertinggi di Aceh. Diantara karirnya dalam bidang
pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah UNISULA Semarang. Dekan
Fakultas Syari'ah TAIN ar-Raniri Surakarta. Dekan Fakultas Syari'ah TAIN
Sunan Kalijaga serta guru besar di UII.
Di antara karya-karyanya adalah; Tafsir an-Nur, Tafsir al-Bayan,
Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Pengantar llmu Hadis, Pengantar llmu Tafsir,
Pedoman Zakat Pedoman Puasa, Hukum Antar Golongan Dalam Islam,

Kuliah Ibadah, dan lain-lain. Beliau wafat pada 9 Desember 1957 .



CURICULUM VITAE

Nama . Supardiono
Tempat/Tanggal lahir  :  Sleman, 6 Februari 1976
Fakultas/Prodi :  Syari’ah/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Alamat :  Candi Sari RT 02 RW 01 Tirtomartani Kalasan Sleman
Yogyakarta 55571
Riwayat Pendidikan » SD N Kalasan IV. (lulus tahun 1989)
» SLTP N I Berbah. (lulus tahun 1992)
» SMA N I Kalasan. (lulus tahun 1995)
» UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(masuk tahun
2004)
Riwayat Organisasi : » Ketua Remaja Masjid Al-Mustaqgim Bendan
Kalasan. (Tahun 1999-2004)

» Ketua TPA Al-Mustaqim. (Tahun 2001- sekarang)
» Pemuda Muhammadiyah Kalasan

Orang tua

Nama Ayah : Suparman

Pekerjaan : PNS

Alamat : Tanjung Pura 12/03 Karangampel Indramayu Jawa Barat
Nama Ibu : Semi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Tanjung Pura 12/03 Karangampel Indramayu Jawa Barat
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